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PEMERINTAH  KABUPATEN  MAGELANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH
Jl.Soekarno-Hatta No.59 Telp.(0293)788182-788183 Fax.(0293)788122

Kota Mungkid 56511 Website : www.bkppd.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.182/ 1722 / KEP/22/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-SKPD)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2019-2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah Tahun 2009-2014, dan untuk
menunjang keberlangsungan dan kelancaran
pembangunan di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah tentang
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Caa Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009
Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
Nomor 5);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024.

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan
Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 –
2024 selanjutnya disebut Renstra BKPPD sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah
perencanaan strategis BKPPD Kabupaten Magelang yang
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-
2024;

KEDUA : Renstra BKPPD sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan BKPPD
Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

KETIGA : Renstra BKPPD sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU
menjadi pedoman penyusunan Renja dan acuan penyusunan
rancangan awal Renja BKPPD;

KEEMPAT : Renstra BKPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Nomor : 800/2206/13/2009 tentang Revisi Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 –
2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU merupakan dokumen perencanaan BKPPD Tahun
2019 sampai dengan tahun 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 2 September 2019

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

EKO TAVIP HARYANTO, S.E.
Pembina Tingkat I

NIP. 196504231992031006



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : EKO TAVIP HARYANTO, SE

NIP : 196504231992031006

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

Berdasar Surat Perintah Bupati Magelang Nomor.
800/264/22/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Bertugas untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah.

Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 57, Sawitan Kota
Mungkid Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok
fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta
program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun
2019-2024;

2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan
tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya
organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, Agustus 2019
Plt. Kepala BKPPD

Kabupaten Magelang
Sekertaris

EKO TAVIP HARYANTO, SE
NIP. 196504231992031006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangat daerah, dimana
Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
setelah RPJMD ditetapkan. Dan akan dijadikan acuan dalam menjalankan
kegiatan BKPPD selama 5 (lima) tahun disusun sesuai dengan arah
kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan dijabarkan
dalam dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun
dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD.

Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen
perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis
Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang. Renstra BKPPD
Kabupaten Magelang disusun juga mempertimbangkan keselarasan dengan
Renstra Badan Kepegawaian Negara, Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah
serta Renstra BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang  Tahun 2019-2024
dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada  :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Tahun 2017 Nomor 1312).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 98).

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9).

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 65).

18. Peraturan Bupati Magelang nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra BKPPD adalah menyediakan dokumen
perencanaan daerah dalam kurun waktu lima tahun mencakup gambaran
kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
sebagai acuan dan pedoman BKPPD Kabupaten Magelang sesuai dengan
tupoksinya yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah tahun 2019 –
2024.

1.3.2 Tujuan
Tujuannya Renstra BKPPD tahun 2019-2024 adalah:
1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam
mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu
lima tahun.
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1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BKPPD disusun dengan sistematika sebagaimana mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra BKPPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPPD.
Bab ini menyampaikan  tentang gambaran tugas, fungsi dan
struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada BKPPD
Kabupaten Magelang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPPD
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi felayanan BKPPD, telaahan visi,
misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan
Renstra kementerian/lembaga dan  Renstra Perangkat Daerah
Propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis, dan
penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah BKPPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan BKPPD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini memust indikator kinerja BKPPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPPD dalam lima
tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan,
serta rencana tindak lanjut.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPPD Kabupaten Magelang.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang, berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu :
a. Perumusan konsep kebijakan bidang informasi dan pengadaan pegawai,

pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier,
kesejahteraan dan pembinaan pegawai dan kesekretariatan;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang informasi dan
pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia,
pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai,
pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier,
kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang informasi dan pengadaan
pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier,
kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

e. Pelaksanaan administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai,
pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier,
kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan Daerah;

g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang
informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya
manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan
pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia,
pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.



II . 2

Susunan organisasi dan tata kerja BKPPD sebagai salah satu
perangkat daerah, diatur menurut Peraturan Bupati Magelang Nomor 63
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat :

1) Sub Bagian Program
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang-Bidang :
1) Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, membawahi :

a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
b. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.

2) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahi :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjengangan dan Sertifikasi;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

3) Bidang Pengembangan Karir, membawahi :
a. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan;
b. Sub Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja.

4) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahi ;
a. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai

5) Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah meliputi Kepala Badan yang memimpin pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi tersebut, dengan membawahi Sekertaris, Bidang Informasi dan
Pengadaan Pegawai, Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Bidang
Pengembangan Karier, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai serta
Kelompok Pejabat Fungsional. Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada
tabel 2.1 sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPPD Magelang

Sumber : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016
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Berdasarkan pada gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja BKPPD Kabupaten Magelang memiliki tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah
a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi

petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas  bawahan.
3) Memverifikasi konsep kebijakan teknis di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis  di

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
5) Menyelenggarakan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan

Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Informasi
Kepegawaian, Pengelolaan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

6) Menyelenggarakan kegiatan Layanan Kepegawaian Aparatur
Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil
Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, serta
pengelolaan arsip dan tata naskah kepegawaian berbasis
teknologi informasi.

7) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan,
administrasi belajar, peningkatan pendidikan dan penjenjangan.

8) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Penilaian Kinerja,
Mutasi Kepegawaian dan Penggajian, serta Pengelolaan
Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara.

9) Menyelenggarakan kegiatan Pola Karier, Konseling Karier,
Mutasi  Jabatan, Assessment dan seleksi pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Administrasi, serta pembinaan Jabatan
Fungsional.

10) Menyelenggarakan kegiatan Layanan Penggajian, Peningkatan
Kesejahteraan, Pemberhentian dan Pensiun, Pemberian
Penghargaan, dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian pada
seluruh organisasi perangkat daerah.
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11) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pegawai Aparatur
Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil
Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Cuti,
Kode Etik, Disiplin, Penanganan Kasus Kepegawaian, Ijin
Perceraian dan Perkawinan.

12) Menyelenggarakan kegiatan tugas dukungan teknis bidang
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

13) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis penyelenggaraan
fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan  bidang
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

14) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
15) Menyelenggarakan  pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas Badan  Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah
a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan Daerah yang meliputi perumusan konsep
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program,
penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana

kerja, dan anggaran  Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pelatihan Daerah.

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi
petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan teknis
dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman
teknis di bidang kesekretariatan.

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan umum pada Badan  Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah.
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7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan
bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan
anggaran.

8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan
bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan
program, kegiatan, dan anggaran.

9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan
bidang penatausahaan keuangan.

10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan
bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang
milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama,
hukum, perpustakaan, dan kearsipan.

11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan
pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.

12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan
publikasi bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/
pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/
pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana
transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari
pihak ketiga.

15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian,
keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Badan
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Informasi Dan Pengadaan Pegawai
a. Tugas
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Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan dan penetapan
kebutuhan, standarisasi jabatan, informasi kepegawaian, arsip dan
tata naskah kepegawaian, mutasi antar instansi, pengadaan
pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan Pegawai Pemerintah
Bukan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum
Daerah, dan fasilitasi layanan kepegawaian bidang informasi dan
pengadaan aparatur dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran

Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi

petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas  bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman

pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Informasi dan
Pengadaan Pegawai.

4) Merumuskan Rencana Penyusunan dan Penetapan
Kebutuhan, Persetujuan dan Penetapan Tambahan Formasi
Aparatur Sipil Negara, Susunan Standarisasi Jabatan, dan
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5) Merumuskan penyelenggaraan Layanan Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah,
serta pengelolaan arsip dan tata naskah kepegawaian
berbasis Teknologi Informasi.

6) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran dan
Pengolahan Data, serta Penyajian Informasi, Publikasi, dan
Dokumentasi Kepegawaian.

7) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Arsip dan Tata Naskah Kepegawaian.

8) Merumuskan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Seleksi
Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengambilan
Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil, dan Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

9) Merumuskan penetapan perjanjian kerja dan pertimbangan
status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.



II . 8

10) Merumuskan Penetapan Kebijakan, Evaluasi, Pengawasan,
dan Pengendalian Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil
Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

11) Melaksanakan Layanan dan Menyusun Bahan Penetapan
Kebijakan Mutasi pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar
Instansi.

12) Merumuskan dan Memfasilitasi layanan kepegawaian bidang
Informasi dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Informasi dan
Pengadaan Pegawai.

14) Merumuskan dan Memfasilitasi layanan kepegawaian bidang
Informasi dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian,
keuangan, dan administrasi umum Bidang Informasi dan
Pengadaan Pegawai.

16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi
dan Pengadaan Pegawai

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang  Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang meliputi perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan
kompetensi, Administrasi Belajar, Pendidikan dan Pelatihan,
serta peningkatan pendidikan dan penjenjangan dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan

anggaran Bidang  Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi

petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas  bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman

pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

4) Merumuskan kebijakan sistem dan materi Orientasi Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara.
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5) Merumuskan metode dan menyelenggarakan
pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6) Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan.

7) Merumuskan penetapan calon peserta pendidikan dan
pelatihan.

8) Merumuskan kerjasama dan memfasilitasi pelaksanaan
pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
evaluasi pelaksanaan dan paska pendidikan dan pelatihan.

10) Merumuskan bahan penetapan Administrasi Belajar.
11) Memfasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah.
12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan
publikasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

14) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

15) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Karier
a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang  Pengembangan Karier
yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang Pola Karier, Pengembangan Karier, Penilaian
Kinerja, Assessment, Seleksi Terbuka, Promosi dan Mutasi
Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pengelolaan
korps profesi Aparatur Sipil Negara, dan pengembangan Jabatan
Fungsional dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan

anggaran  Bidang  Pengembangan Karier.
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2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi
petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas  bawahan.

3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan,
dan pedoman teknis di bidang pengembangan karier.

4) Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat pusat
atau daerah yang melaksanakan tugas di bidang
pengembangan karier.

5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
fasilitasi penetapan Standar Kinerja Pegawai, dan
melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
Penilaian Kinerja Aparatur.

6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan dan merumuskan penetapan Kenaikan Pangkat
dan Kenaikan Gaji Berkala.

7) Merumuskan kebijakan pola karier, promosi dan mutasi
dalam dan dari jabatan, serta menyelenggarakan assessment
dan/atau seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi.

8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengendalian dan evaluasi Pakta Integritas Aparatur.

9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pola karier dan konseling karier.

10) Merumuskan penetapan pertimbangan status kepegawaian
pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri
dan/atau menjadi Kepala Desa, Kepala Daerah, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pejabat Negara, dan pejabat Lainnya.

11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
pengembangan Jabatan Fungsional.

12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan korps Aparatur Sipil Negara dan hubungan
antar lembaga dengan kelembagaan organisasi profesi
Aparatur Sipil Negara lainnya.

13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pengembangan
karier.

14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi,
dan publikasi di bidang pengembangan karier.

15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang
Pengembangan Karier.
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16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Karier.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Kesejahteraan Dan Pembinaan Pegawai
a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang  Kesejahteraan dan
Pembinaan Pegawai yang meliputi perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesejahteraan,
pemberhentian dan pensiun, cuti, disiplin, penanganan kasus
kepegawaian, penghargaan, penggajian, tunjangan, dan
perlindungan serta  melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan

anggaran  Bidang  Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi

petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas  bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman

pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesejahteraan
dan pembinaan pegawai.

4) Merumuskan kebijakan penetapan kesejahteraan pegawai
Aparatur Sipil Negara dan penetapan dan/atau pemberian
penghargaan dan/atau tanda jasa serta
penganugerahannya.

5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan dan merumuskan penetapan pemberhentian,
jaminan pensiun, cuti, jaminan pemeliharaan kesehatan,
jaminan hari tua, dan perlindungan hukum.

6) Merumuskan pertimbangan Penetapan kecelakaan kerja,
cacat dan tewas karena dinas, penetapan  penyakit dan
kematian akibat kerja, serta persetujuan pemberian uang
duka wafat dan tunjangan cacat karena dinas.

7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
penegakan dan merumuskan penetapan kebijakan Kode
Etik dan Disiplin.

8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
penanganan dan merumuskan penetapan kasus
kepegawaian, ijin perceraian dan perkawinan.
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9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pembinaan mental dan konseling.

10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pembinaan administrasi kepegawaian kepada seluruh
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang.

11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil
Negara.

12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pembinaan pegawai pemerintah bukan Aparatur Sipil
Negara dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kesejahteraan
dan pembinaan pegawai.

14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi,
dan publikasi di bidang kesejahteraan dan pembinaan
pegawai.

15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang
Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.

16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah per 31
Desember 2018 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 45 orang
pegawai. Berikut keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan,
jenis kelamin dan golongan.

a. Pegawai berdasarkan jabatan

Kondisi pegawai berdasarkan jabatan dapat digambarkan sebagai
mana tabel 2.1 berikut :
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Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Menurut Jabatan (ringkas per jabatan)

NO. NAMA JABATAN JUMLAH
(orang)

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

3 Eselon IV 11

4 JFU/JFT 31

JUMLAH 48

Sumber : Simpeg Kab. Magelang per 31 Maret 2019

b. Kondisi pegawai menurut pendidikan formal sebagai berikut :
Tabel 2.2

Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan Formal
No Jenjang

Pendidikan
Jumlah
Pegawai

Prosentase

1 Strata 2 9 18,75

2 Strata 1 24 50

Diploma 4 4 8,3

3 Diploma 3 3 6,25

4 SMA 8 16,7

JUMLAH 48 100
Sumber : Data Simpeg BKPPD Kab. Magelang per 31 Maret 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendidikan tertinggi adalah
Strata 2 dan terendah adalah SMA. Jumlah terbanyak berpendidikan
Strata 1 sebanyak 24 pegawai  atau 50 persen.

c. Kondisi pegawai menurut penyebaran golongan ruang adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Menurut Penyebaran Golongan Ruang

No. Golongan Ruang Jumlah Prosentase
1. IV 8
2. III 34
3. II 6

Jumlah 48 100

Sumber : Data Simpeg BKPPD Kab.Magelang per 31 Maret 2019
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Tabel 2.4
Kondisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No. Golongan Ruang Jumlah Prosentase
1. Perempuan 20 41,67

2. Laki-laki 28 58,33

Jumlah 48 100

Sumber : Data Simpeg BKPPD Kab. Magelang per 31 Maret 2019

2.2.2. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka menjalankan kegiatannya, BKPPD Kabupaten

Magelang didukung dengan sarana dan prasana peralatan kantor yang
cukup memadai. Berikut ini daftar aset BKPPD Kabupaten Magelang per
31 Desember 2018 :

Tabel 2.5
Asset pada BKPPD

NO URAIAN Jumlah Nilai Buku (Rp)

1 Alat angkut 17 112.671.416

2 Alat kantor dan rumah tangga 693 477.956.790,85

3 Alat studio dan komunikasi 23 14.380.400

JUMLAH 605.008.606,85

Sumber : Laporan Keuangan BKPPD Kab.Magelang Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD yang tertuang dalam
Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan,
maka hasil kinerja BKPPD berdasarkan sasaran/target Perubahan
Renstra BKPPD Tahun 2014-2019, BKPPD Kabupaten Magelang telah
mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel
pencapain kinerja pelayanan BKPPD :
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Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPD

Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas

dan Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Jumlah

Asistensi LHKPN

1 kali

asistensi

1 kali

asistensi

1 kali

asistensi

1 kali

asistensi

1 kali

asistensi
1 kali

asistensi

2 kali

asistensi

2 kali

asistensi

2 kali

asistensi

1 kali

asistensi
100% 200% 200% 200% 100%

2

Jumlah PNS

yang mengikuti

diklat teknis,

fungsional,

diklat

prajabatan dan

tugas belajar

1158

orang

1001

orang

833

orang

680

orang

580

orang

1282

orang

1142

orang

562

orang

813

orang

924

orang

110.7

0%

114.1

0%

67.40

%

119.6

0%

159.3

0%

3

Jumlah PNS

yang mengikuti

diklat

kepemimpinan

88

orang

50

orang

42

orang

36

orang

36

orang

88

orang

50

orang

45

orang

34

orang

28

orang
100% 100%

107.1

0%

94.40

%
77%

4

Prosentase

terisinya jabatan

struktural

eselon II,III,IV

dan V dan

terisinya jabatan

fungsional

100% 100% 100% 100% 100% 79.74% 88.70% 79.74% 88.78% 89.20%
79.74

%

88.70

%

79.74

%

88.78

%

89.20

%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

Cakupan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

100% 100% 100% 100% 100%

6 Aplikasi SIMPEG 1 paket 1 paket 100%

7

Cakupan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

187

unit

kerja

100% 100% 100% 100% 100%
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Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat bahwa sampai dengan akhir
tahun 2018 rata-rata capaian kinerja telah mencapai target 100% bahkan
ada yang lebih dari 100%, dan hanya ada dua dari tujuh indikator yang
kurang dari 100%. Realisasi target yang sudah baik ini dikarenakan
adanya dukungan dana yang cukup dan komitmen untuk mencapai target
yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk rasio capaian kinerja dibawah 100% masih ada
waktu satu tahun lagi untuk mencapai realisasi sesuai target, dan ada
dua indikator kinerja yang masuk dalam kategori tersebut yaitu:

 Indikator kinerja Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan.
Di tahun 2018 capaian hanya 77% karena menyesuaikan
ketersediaan dana yang ada.

 Indikator kinerja Prosentase Terisinya Jabatan Struktural dan
Fungsional.
Ditahun 2018 tercapai rasio 89,2% dikarenakan beberapa Jabatan
Administrator belum dapat diisi berkaitan dengan masa pilkada
dimana proses promosi harus menunggu persetujuan dari Kemendagri
dan kekosongan pada  JPT Pratama juga belum dapat diisi karena
proses seleksi terbuka belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan
masa pilkada tersebut.

Sedangkan dari sisi anggaran dan realisasi selama tahun 2014-
2018 dapat dilihat dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Selama
Lima Tahun pada BKPPD Kabupaten Magelang sebagai berikut :
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Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPPD

Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian
Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun

Rata-rata
Petumbuhan

(dalam %)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Tidak Langsung 6,474,334,235 19,724,436,500 3,023,242,000 6,226,822,350 3,695,193,300 0.37 0.99 0.98 0.92 0.97 46 169

Belanja Langsung 6,229,479,850 7,906,577,758 5,769,307,820 6,974,904,245 6,568,803,510 0.91 0.94 0.92 0.97 0.89 3.7 4.1

Program pelayanan

administrasi perkantoran 266,653,000 299,662,000 274,901,000 354,558,970 320,683,000 0.92 0.97 0.99 0.98 0.98 5.9 7.7

Program peningkatan

sarana prasarana aparatur 355,728,000 504,298,358 389,310,000 637,203,250 229,760,000 0.93 0.85 0.74 0.90 0.91 4.7 8.0
Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

19,000,000 22,510,000 27,080,400 25,559,000 23,153,000 0.99 0.98 1.00 0.98 1.00 5.9 6.2

Program penataan dan

penyempurnaan

kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

25,302,000 82,202,000 31,309,500
0 0

0.99 0.91 0.99 0 0 81.5 70.1



II . 19

1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18
Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan KDH

0 0 0
70,645,000 57,796,000

0.00 0.00 0.00
1.00 0.99 (18.2) (18.6)

Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur
3,112,644,900 4,231,175,300 2,165,174,770 2,613,667,875 3,547,757,360 0.95 0.98 0.99 0.99 0.99 10.9 12.0

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur 1,915,637,700
1,517,726,000

1,315,918,650 1,707,656,650 1,742,388,500 0.85 0.81 0.87 1.11 0.75 (0.6) 0.5

Program peningkatan

manajemen kepegawaian
529,524,250 1,249,004,100

1,565,613,500 1,565,613,500 647,265,650 0.83 0.95 0.89 0.83 0.65 25.6 28.1
Program perencanaan

pembangunan daerah 4,990,000
0 0 0 0

0.99
0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA

Sumber : Laporan Perkembangan Fisik Dan Keuangan BKPPD Kab.Magelang Tahun 2014-2018
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Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 – 2018 rasio
antara realisasi dan anggaran selalu masuk dalam kategori baik meskipun
dari tahun ke tahun terdapat fluktuasi turun naik tingkatan realiasinya.
Realisasi anggaran selalu masuk kategori baik berkat kinerja Sumber
Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, perencanaan penganggaran yang
cukup baik sehingga realisasi pendanaan hampir mendekati nilai
anggaran dengan realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan
setiap tahunnya. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian
indikator kinerja BKPPD kabupaten Magelang tahun 2014 – 2018 dapat
disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif dalam
mencapai target indikator kinerja SKPD. Namun masih sangat dibutuhkan
keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap
perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan
BKPPD Kabupaten Magelang ke depan agar capaian kinerja BKPPD
Kabupaten Magelang selalu dapat ditingkatkan dan dipertahankan pada
kategori Baik.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan
anggaran dan realisasi selama lima tahun (tahun 2014-2018) dari
sembilan program yang ada rata-rata pertumbuhannya sangat kecil atau
dibawah angka 50, bahkan ada dua program yang memiliki rata-rata
pertumbuhan anggaran negatif (negatif growth) hal ini menunjukkan
bahwa kurangnya dukungan anggaraan untuk kedua program tersebut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD
Kabupaten Magelang.

Berdasarkan analisis terhadap renstra Kementerian/Kelembagaan
dan Renstra Badan Kepegawaian Propinsi Jawa Tengah ,bahwa Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang
selama periode 2019-2024 menghadapi tantangan dan peluang dalam
pengembangan pelayanan sebagai berikut :
2.4.1 Tantangan pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang yaitu :
a. Belum ditetapkannya seluruh peraturan perundang-

undangan turunan/petunjuk teknis yang diamanatkan UU
No. 5 tahun 2014 tentang ASN;

b. Dengan diberlakukannya kebijakan moratorium yang cukup
lama pada masa sebelum tahun 2019 dan laju pensiun per
tahun cukup tinggi maka kekurangan pegawai merata di
semua OPD;

c. Pengiriman peserta diklat dalam rangka peningkatan
kompetensi pegawai terkendala kuota penyelenggara diklat;
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d. Komitmen pegawai atas kelengkapan dokumen kepegawaian
rendah disemua SKPD;

e. Tunjangan kesejahteraan pegawai belum seimbang dengan
kabupaten/kota sekitar sehingga  kinerja kurang optimal;

f. Belum lengkapnya dokumen administrasi jabatan (Anjab,
ABK, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi
Jabatan) sehingga  implementasi Manajemen Kepegawaian
belum optimal.

2.4.2. Peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang :
a. Kementerian PANRB memberikan kesempatan untuk

mengusulkan kebutuhan ASN sehingga mulai ada
pengangkatan pegawai baru meski untuk formasi yang
terbatas baik jumlah maupun jenisnya;

b. Perkembangan media sosial mempermudah proses koordinasi
dan konsultasi;

c. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan
dikembangkannya aplikasi kepegawaian yang mempermudah
pelayanan dan administrasi kepegawaian;

d. Kondisi geografis, sosial kemasyarakatan dan rendahnya biaya
hidup di Kabupaten Magelang menarik minat untuk
mengajukan mutasi masuk pegawai dari luar daerah ke
Kabupaten Magelang;

e. Terjalin koordinasi yang sangat baik dengan lembaga-lembaga
penyelenggara diklat sehingga memudahkan proses
pengembangan kompetensi pegawai bahkan seringkali
mendapat kesempatan untuk pengiriman peserta diklat secara
gratis.

Dari tantangan dan peluang tersebut, maka jenis pelayanan
yang dibutuhkan untuk dikembangkan antara lain adalah:

1. Pengembangan fasilitasi layanan kepegawaian berbasis
online;

2. Penyusunan kebutuhan dan fasilitasi pengadaan ASN;
3. Pelayanan mutasi keluar dan masuk PNS;
4. Pengembangan Simpeg dan e-Filing;
5. Pemberian kesempatan tugas belajar dan ijin belajar;
6. Pengiriman dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi

pegawai;
7. Penataan PNS sesuai formasi dalam peta dan kelas jabatan,
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dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan
kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM mendukung
pencapaian target prioritas pembangunan daerah;

8. Pembuatan e-Kinerja secara bertahap;
9. Penyusunan konsep manajemen talenta;
10. Seleksi dan promosi terbuka;
11. Pembinaan dan penanganan kasus pelanggaran disiplin/kode

etik dan perilaku kepegawaian;
12. Pelayanan pemberhentian pegawai kesejahteraan pegawai.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan  mengenai capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BKPPD periode
2014-2018. Dalam melaksanakan realisasi atas target sasaran yang telah
ditetapkan tersebut ditemukan hambatan-hambatan yang masih harus
dihadapi dan perlu untuk diatasi melalui Renstra BKPPD periode tahun
2019-2024, untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan identifikasi
permasalahan dan isu strategis. Permasalahan adalah  kondisi atau hal yang
harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi tercapainya tujuan dimasa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

BKPPD dalam melaksanakan pelayanan selama periode tahun 2014-
2018 dan dalam rangka perencanaan pelayanan sesuai dengan tupoksinya
untuk periode lima tahun mendatang dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut .

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1

Belum
optimalnya
kualitas
aparatur

Belum optimalnya
pengembangan
informasi dan
pemenuhan formasi
kepegawaian

Belum seluruh ASN  memiliki
dokumen kepegawaian
lengkap

Moratorium PNS
mengakibatkan kekurangan
personil di setiap SKPD,
Pemenuhan formasi PNS lebih
kecil dibanding  dengan
kebutuhan

Belum optimalanya
kapasitas sumber daya
aparatur

Belum optimalnya kompetensi
sumber daya aparatur

Belum optimalnya
pengembangan karier
aparatur

Belum seluruh ASN
memenuhi kualifikasi syarat
jabatan
Kekosongan jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan
Pengawas dapat menurunkan
kinerja SKPD dalam
melaksanakan layanan publik
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Belum optimalnya kinerja
pejabat ASN

Belum optimalnya
kesejahteraan dan
ketaatan aparatur

Belum seluruh ASN mematuhi
ketentuan peraturan
kepegawaian yang berlaku
Belum optimalnya layanan
administrasi kesejahteraan
ASN

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019-2023 merupakan

penjabaran atas Visi dan Misi Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2019-
2023. Penyusunan visi dan misi ini dengan memperhatikan situasi dan
kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang
dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang serta dengan memperhitungkan
modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan motto
Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau Magelang
Gemilang dan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG
SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)“

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024
sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera,
Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya
dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya
amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku
kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam
menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci
yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang
sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi
kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain
kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil
dan merata. Dalam terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis.
Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya
kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan
masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya
masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang
yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai
kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan
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daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan
cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi
keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang
strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi
serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang
amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi,
inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga
solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik
dalam pelayanan publik.

Untuk melaksanakan  visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan
berakhlak mulia.

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Visi diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan,
oleh karena itu ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran dari setiap
tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan
dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi yang terkait  dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKPPD
Kabupaten Magelang terdapat pada Misi Ketiga yaitu : MEWUJUDKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH. Misi ini bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu
tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik
yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024
mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan
reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan
akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan
diwujudkan dengan smart regency dimana pelayanan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh
masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan
masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan
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berbagai media.  Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan
melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara
profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan
pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ini kemudian dikukuhkan dalam
rumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Akuntabel. Implementasi kebijakan tersebut yang relevan dengan tugas dan
fungsi BKPPD Kabupaten Magelang yakni pada Bidang Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah dan Persandian.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPPD Kabupaten
Magelang terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat
dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)

No.

Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6
Misi ke 3 : Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan yang

Amanah

Program birokrasi dan tata

kelola pemerintahan

1. Penataan dan pengelolaan

ASN secara profesional dan

akuntabel (bab 6 hal 31

rpjmd)

Perumusan  konsep  kebijakan

bidang  informasi  dan

pengadaan  pegawai,

pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan karier,

kesejahteraan dan pembinaan

pegawai, dan kesekretariatan;

Belum seluruh peraturan

perundang-undangan

turunan yang diamanatkan

UU No. 5 tahun 2014

tentang ASN ditetapkan

Beberapa peraturan

lama masih cukup

relevan untuk

dilaksanakan

Munculnya aturan-aturan

kepegawaian baru yang

kadang berbeda secara

signifikan dibandingkan

dengan konsep yang sudah

dijalankan berdasar aturan

lama
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No.

Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan koordinasi

kebijakan teknis bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan sumber

daya manusia, pengembangan

karir, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

Perbedaan antar instansi

dalam menginterpretasikan

kebijakan teknis sehingga

menimbulkan perbedaan

dalam tindak lanjutnya.

Tersedianya aplikasi

sosial media untuk

mempermudah

koordinasi terkait

kebijakan teknis

Bervariasinya tingkat

responsibilitas setiap

instansi atas suatu

kebijakan teknis

Pelaksanaan  kebijakan  teknis

bidang  informasi  dan

pengadaan  pegawai,

pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan karier,

kesejahteraan dan pembinaan

pegawai;

Kemampuan memahami

kebijakan teknis setiap

pegawai/SDM berbeda-

beda dan ketersediaan

sarana prasarana yang

terbatas, serta sulitnya

mengisi kekosongan

jabatan sesuai dengan

kualifikasi syarat jabatan

Kemauan pegawai

untuk terus mempelajari

dan memahami setiap

kebijakan yang ditetapkan

cukup tinggi dan adanya

peluang pengadaan

pegawaidari kementerian

yang membidangi

aparatur negara

Kurangnya jumlah pegawai

dari sisi kuantitas maupun

kualitas dan terbatasnya

alokasi anggaran untuk

manajemen ASN
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No.

Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6

Pembinaan teknis

penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan pemerintahan

daerah dan pelayanan di bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan sumber

daya manusia, pengembangan

karir, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

Kurang optimalnya

pembinaan teknis bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan

SDM, pengembangan karir,

kesejateraan dan

pembinaan pegawai.

Adanya regulasi sebagai

dasar pembinaan teknis

bidang informasi dan

pengadaan pegawai,

pengembangan sumber

daya manusia,

pengembangan karir,

kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

Keterbatasan jumlah

pegawai dari segi kualitas

maupun kuantitas.

Pelaksanaan administrasi bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan sumber

daya manusia, pengembangan

karier, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

Kurang tertibnya

administrasi  bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan

SDM, pengembangan karir,

kesejateraan dan pembinaan

pegawai.

Tersedianya sarana

berupa komputer, dan

aplikasi (sapras IT)

yang mempermudah

pengadministrasian

pekerjaan

Belum semua pegawai

menyadari pentingnya

kaedah tertib administrasi

sebagai penunjang

kelancaran pekerjaan.
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No.

Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan fungsi

kesekretariatan Badan

Kepegawaian, Pendidikan, dan

Pelatihan Daerah;

Belum berjalannya e-office

sehingga pengelolaan surat

menyurat kurang maksimal

tersedia aplikasi e-

office gratis berbasis

web dari Dispuspa

Keterbatasan kompetensi

SDM yang tersedia

Kurangnya sarana dan

prasarana

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

yang diberikan  kepada  daerah

bidang informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan sumber

daya manusia, pengembangan

karier, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai;

Tidak adanya tugas

pembantuan yang

diberikan kepada untuk

permasalahan kepegawaian

pendidikan dan pelatihan

pegawai

- -

Pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan

sumber daya manusia,

Kurang tertibnya

pelaksanaan  pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

bidang informasi dan

pengadaan pegawai,

adanya regulasi yang

mengharuskan

pelaksanaan

pemantauan, evaluasi

dan pelaporan bidang

Keterbatasan jumlah

pegawai dari segi kualitas

maupun kuantitas untuk

melaksanakan

pemantauan, evaluasi dan
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No.

Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6

pengembangan karier,
kesejahteraan dan pembinaan
pegawai;

pengembangan sumber
daya manusia,
pengembangan karier,
kesejahteraan dan
pembinaan pegawai;

informasi dan
pengadaan pegawai,
pengembangan sumber
daya manusia,
pengembangan karier,
kesejahteraan dan
pembinaan pegawai;

pelaporan bidang informasi
dan pengadaan pegawai,
pengembangan sumber
daya manusia,
pengembangan karier,
kesejahteraan dan
pembinaan pegawai;

Pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya

tidak adanya fungsi lain

yang diberikan

- -
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaah atas sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam
Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah akan
memberikan gambaran atas faktor pendorong dan penghambat yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang. Telaah Renstra BKN ,
Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BPSDM Propinsi Jawa
Tengah tertuang  dalam tabel 3.3 :
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Tabel. 3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

No
Sasaran

Renstra BKN

Sasaran Renstra

PD Propinsi

(BPSDM & BKD

Propinsi)

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

ASN

1 Meningkatkan

kompetensi

ASN

1 Perumusan  konsep  kebijakan

bidang  informasi  dan

pengadaan  pegawai,

pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan

karier, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai, dan

kesekretariatan;

1 Belum

optimalnya

pengembangan

informasi dan

pemenuhan

formasi

kepegawaian

1 Beberapa peraturan

lama masih cukup

relevan untuk

dilaksanakan

1 munculnya aturan-

aturan kepegawaian

baru yang kadang

berbeda secara

signifikan dibanding

kan dengan konsep

yang sudah

dijalankan berdasar

aturan lama
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No
Sasaran

Renstra BKN

Sasaran Renstra

PD Propinsi

(BPSDM & BKD

Propinsi)

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6 7

2 Kendala sistem

informasi ASN

2 Meningkatnya

penjaminan

kompetensi ASN

2 Pelaksanaan koordinasi

kebijakan teknis bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan sumber

daya manusia, pengembangan

karir, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

2 Belum

optimalanya

kapasitas

sumber daya

aparatur

2 Tersedianya aplikasi

sosial media untuk

mempermudah

koordinasi terkait

kebijakan teknis

2 Tingkat

responsibilitas setiap

instansi atas suatu

kebijakan teknis

bervariasi

3 Meningkatkan

disiplin

pegawai

3 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

daerah

3 Pelaksanaan  kebijakan  teknis

bidang  informasi  dan

pengadaan  pegawai,

pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan karier,

kesejahteraan dan pembinaan

pegawai;

3 Belum

optimalnya

pengembangan

karier aparatur

3 Kemauan pegawai

untuk terus

mempelajari dan

memahami setiap

kebijakan yang

ditetapkan cukup

tinggi dan adanya

3 Kurangnya jumlah

pegawai dari sisi

kuantitas maupun

kualitas dan

terbatasnya alokasi

anggaran untuk

manajemen ASN
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No
Sasaran

Renstra BKN

Sasaran Renstra

PD Propinsi

(BPSDM & BKD

Propinsi)

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6 7
peluang pengadaan

pegawai dari

kementerian yang

membidangi

aparatur negara

4 Meningkatkan

profesionalisme

ASN

4 Meningkatnya

akuntabilitas

perangkat

daerah

4 Pembinaan teknis

penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan

pemerintahan daerah dan

pelayanan di bidang informasi

dan pengadaan pegawai,

pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan karir,

kesejahteraan dan pembinaan

4 Belum

optimalnya

kesejahteraan

dan ketaatan

aparatur

4 Adanya regulasi

sebagai dasar

pembinaan teknis

bidang informasi dan

pengadaan pegawai,

pengembangan

sumber daya

manusia,

pengembangan karir,

4 Keterbatasan jumlah

pegawai dari segi

kualitas maupun

kuantitas.
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No
Sasaran

Renstra BKN

Sasaran Renstra

PD Propinsi

(BPSDM & BKD

Propinsi)

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6 7
pegawai kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

5 Terwujudnya

pelayanan

kepegawaian

dengan

berbasis

manajemen

mutu

5 Distribusi

penempatan

PNS dalam

jabatan

5 Pelaksanaan administrasi

bidang informasi dan

pengadaan pegawai,

pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan

karier, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai

5 Tersedianya sarana

berupa komputer,

dan aplikasi (sapras

IT) yang

mempermudah

pengadministrasian

pekerjaan

5 Belum semua

pegawai menyadari

pentingnya kaedah

tertib administrasi

sebagai penunjang

kelancaran

pekerjaan.

6 Meningkatnya

pelayanan

pembinaan

PNS

6 Pengembangan

layanan

kepegawaian

yang cepat dan

terintegrasi

6 Pelaksanaan fungsi

kesekretariatan Badan

Kepegawaian, Pendidikan, dan

Pelatihan Daerah;

6 tersedia aplikasi e-

office gratis berbasis

web dari Dispuspa

6
Keterbatasan skill

SDM yang tersedia

Kurangnya sarana

dan prasarana
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No
Sasaran

Renstra BKN

Sasaran Renstra

PD Propinsi

(BPSDM & BKD

Propinsi)

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6 7
7 Terwujudnya

BKN yang

akuntabel dan

tata kelola

pemerintahan

yang baik

7 Pelaksanaan Tugas

Pembantuan  yang diberikan

kepada  daerah bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan

sumber daya manusia,

pengembangan karier,

kesejahteraan dan pembinaan

pegawai;

7 adanya regulasi yang

mengharuskan

pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi dan

pelaporan bidang

informasi dan

pengadaan pegawai,

pengembangan

sumber daya

manusia,

pengembangan

karier, kesejahteraan

dan pembinaan

7 Keterbatasan jumlah

pegawai dari segi

kualitas maupun

kuantitas untuk

melaksanakan

pemantauan,

evaluasi dan

pelaporan bidang

informasi dan

pengadaan pegawai,

pengembangan

sumber daya

manusia,

pengembangan
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No
Sasaran

Renstra BKN

Sasaran Renstra

PD Propinsi

(BPSDM & BKD

Propinsi)

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Pendorong Penghambat

1 2 3 4 5 6 7
pegawai; karier,

kesejahteraan dan

pembinaan pegawai;

8 Pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang

informasi dan pengadaan

pegawai, pengembangan sumber

daya manusia, pengembangan

karier, kesejahteraan dan

pembinaan pegawai;

pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya

- -
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3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis pada RPJMD.

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada Rencana Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 tidak berkaitan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi
dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat
dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam pengembangan
kinerja pelayanan BKPPD Kabupaten Magelang dimasa yang akan
datang diantaranya adalah:

1. Kurangnya jumlah sumberdaya manusia
2. Sistem informasi kepegawaian menjadi database yang

terintegrasi dengan semua pelayanan kepegawaian
3. Kurangnya kompetensi aparatur
4. Kurang sesuainya kualifikasi ASN dengan syarat jabatan
5. Kurang optimalnya kinerja aparatur
6. Kesejahteraan pegawai belum memadai
7. Tingkat disiplin pegawai belum optimal
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan jangka menengah perangkat daerah diartikan sebagai

sesuatu yang ingin dicapai perangkat daerah selama 5 (lima) tahun
kedepan dengan mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati.
Tujuan jangka menengah Renstra  BKPPD Kabupaten Magelang periode
tahun 2019-2024 yaitu meningkatnya kinerja sistem manajemen
kepegawaian.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai
dan rasional untuk dapat dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.
Sasaran jangka menengah Renstra BKPPD Kabupaten Magelang periode
tahun 2019-2024 adalah meningkatkan kualitas aparatur.

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra BKPPD
Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 beserta masing-masing
indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja pertahun selama
5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 4.1
sebagai berikut.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BKPPD Kabupaten Magelang

No. Tujuan Sasaran

Indikator kinerja

Tujuan dan

Sasaran

Kondisi Awal

Kinerja
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Kondisi

Akhir

Kinerja2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya

sistem kinerja

manajemen

kepegawaian

Indeks Sistem

Merit

NA 0,49 0.55 0.60 0.66 0.69 0.71 0,71

Meningkatkan

kualitas

aparatur

Indeks

Profesionalitas

Aparatur Sipil

Negara

63

skala

1-100

65

skala

1-100

67

skala

1-100

69

skala

1-100

72

skala

1-100

74

skala

1-100

76

skala

1-100

76 skala

1-100
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Indek sistem merit pada tahun 2017 dan 2018 belum pernah dilakukan
penilaian mandiri sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan. Pada
tahun 2019 mulai dilakukan proses penilaian mandiri dengan hasil indek 0,5
(dari skala maksimal 1 ) masuk kriteria kurang, dan dari tahun ke tahun
ditargetkan ada kenaikan hasil penilaian sehingga pada akhir tahun renstra
ditargetkan nilai indek 0,7 (masuk kriteria baik).
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra

BKPPD Kabupaten Magelang periode 2019-2024, perlu dirumuskan

strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode

tersebut. Perumusan strategi dan arah kebijakan BKPPD untuk

mencapai tujuan dan sasaran SKPD dan dalam rangka mendukung visi

dan misi bupati dan wakil bupati sesuai dengan tupoksi BKPPD adalah:

1. Meningkatkan pengembangan informasi dan pengadaan ASN

2. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya ASN

3. Meningkatkan pengembangan karir aparatur

4. Meningkatkan layanan kesejahteraan  dan pembinaan  aparatur

Arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian ASN

2. Pelaksanakan rekruitmen pegawai  PNS dan Non PNS sesuai

kebutuhan

3. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

4. Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN

5. Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan Pimpinan

Tinggi, Administrator dan Pengawas

6. Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural

7. Peningkatan fasilitasi  pembinaan ASN

8. Peningkatan  layanan administrasi kesejahteraan ASN

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat

dalam tabel 5.1 sebagai berikut :
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH
(SEDAYA AMANAH)

MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG AMANAH

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya
kinerja
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
kualitas
aparatur

1. Meningkatkan pengembangan
informasi dan pengadaan ASN

1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian
ASN

2. Pelaksanaan rekruitmen pegawai  PNS dan Non PNS
sesuai kebutuhan

2. Meningkatkan pengembangan
kapasitas sumberdaya ASN

1.Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
2.Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN

3. Meningkatkan pengembangan
karir aparatur

1.Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

2.Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural

4. Meningkatkan layanan
kesejahteraan  dan pembinaan
aparatur

1.Peningkatan fasilitasi  pembinaan ASN
2.Peningkatan layanan administrasi kesejahteraan ASN
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra BKPPD
Kabupaten Magelang periode 2019-2024, perlu dirumuskan strategi dan arah
kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode tersebut. Perumusan
strategi dan arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD
dan dalam rangka mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati sesuai
dengan tupoksi BKPPD adalah :

1. Meningkatkan pengembangan informasi dan pengadaan ASN
2. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya ASN
3. Meningkatkan pengembangan karir aparatur
4. Meningkatkan layanan kesejahteraan  dan pembinaan  aparatur

Arah kebijakan BKPPD untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah
sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi kelengkapan dokumen kepegawaian ASN
2. Pelaksanakan rekruitmen pegawai  PNS dan Non PNS sesuai

kebutuhan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
4. Peningkatan fasilitasi peningkatan kualifikasi ASN
5. Peningkatan fasilitasi pengisian kekosongan jabatan Pimpinan

Tinggi, Administrator dan Pengawas
6. Peningkatan fasilitasi evaluasi kinerja pejabat struktural
7. Peningkatan fasilitasi  pembinaan ASN
8. Peningkatan  layanan administrasi kesejahteraan ASN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel
5.1 sebagai berikut :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA,
BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)

MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG AMANAH

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatnya
kualitas
aparatur

1. Meningkatkan
pengembangan
informasi dan
pengadaan ASN

1. Peningkatan fasilitasi
kelengkapan dokumen
kepegawaian ASN

2. Pelaksanaan rekruitmen
pegawai  PNS dan Non PNS
sesuai kebutuhan

2. Meningkatkan
pengembangan
kapasitas
sumberdaya ASN

1.Peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur

2.Peningkatan fasilitasi
peningkatan kualifikasi ASN

3. Meningkatkan
pengembangan
karir aparatur

1.Peningkatan fasilitasi pengisian
kekosongan jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan
Pengawas

2.Peningkatan fasilitasi evaluasi
kinerja pejabat struktural

4. Meningkatkan
layanan
kesejahteraan
dan pembinaan
aparatur

1.Peningkatan fasilitasi
pembinaan ASN

2.Peningkatan layanan
administrasi kesejahteraan ASN
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

serta ikut mendukung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati

maka BKPPD Kabupaten Magelang menetapkan kebijakan operasional

dalam bentuk program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas

dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor

63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Magelang tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :
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Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



2018 2019

Target Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indeks Sistem Merit n/a 0,49 0,55 10.438.011.000 0,6 10.438.011.000 0,66 10.438.011.000 0,69 10.438.011.000 0,71 10.438.011.000 0,71 52.190.055.000

Indek profesional
ASN

63 skala 1-100 65 skala 1-100 67 skala 1-100 10.438.011.000 69 skala 1-100 10.438.011.000 72 skala 1-100 10.438.011.000 74 skala 1-100 10.438.011.000 76 skala 1-100 10.438.011.000 76 skala 1-100 52.190.055.000

4.5.4.5.34.1.7 Program Manajemen
Administrasi Pelayanan
Umum dan Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase
ketercapaian
pelayanan umum
dan kepegawaian
perangkat daerah

0% 100% 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 3.320.532.500

Tabel. 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)
dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Awal Perencanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD (2024)

Unit Kerja
Perangkat

Daerah
Penanggung

Jawab

Lokasi2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

4.5.4.5.34.1.7.1 Pengelolaan Surat
Menyurat, Kearsipan dan
Bahan Pustaka

1

Indek profesional
ASN

63 skala 1-100 65 skala 1-100 67 skala 1-100 10.438.011.000 69 skala 1-100 10.438.011.000 72 skala 1-100 10.438.011.000 74 skala 1-100 10.438.011.000 76 skala 1-100 10.438.011.000 76 skala 1-100 52.190.055.000

4.5.4.5.34.1.7 Program Manajemen
Administrasi Pelayanan
Umum dan Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase
ketercapaian
pelayanan umum
dan kepegawaian
perangkat daerah

0% 100% 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 664.106.500 100% 3.320.532.500

1. Jumlah surat yang
dikelola

9076 surat 10000 surat 11000 surat 47.000.000 11000 surat 47.000.000 11000 surat 47.000.000 11000 surat 47.000.000 11000 surat 47.000.000 55000 surat 235.000.000 BKPPD BKPPD 55000
2. Jumlah arsip yang
dikelola

na dokumen na dokumen 11000 dokumen 11000 dokumen 11000 dokumen 11000 dokumen 11000 dokumen 55000 dokumen

3. Jumlah bahan
pustaka yang
dikelola

na buku na buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

100 buku
1. Jumlah perjalanan
dinas luar daerah
yang terlaksana

234 perjalanan 305 perjalanan 330 perjalanan 248.345.000 355 perjalanan 248.345.000 380 perjalanan 248.345.000 405 perjalanan 248.345.000 430 perjalanan 248.345.000 1900 perjalanan 1.241.725.000 BKPPD BKPPD 1900

2. Jumlah rapat
koordinasi yang
diselenggarakan

20 rapat 25 rapat 25 rapat 25 rapat 25 rapat 25 rapat 25 rapat 125 rapat

3. Jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
yang terlaksana

163 perjalanan 200 perjalanan 200 perjalanan 200 perjalanan 200 perjalanan 200 perjalanan 200 perjalanan 1000 perjalanan

1. Jumlah paket
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

0 paket 4 paket 4 paket 65.000.000 4 paket 65.000.000 4 paket 65.000.000 4 paket 65.000.000 4 paket 65.000.000 20 paket 325.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah paket
pengadaan
peralatan gedung
kantor

0 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 20 paket

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor/Rumah Dinas/
Gedung Pemerintah
Lainnya

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

4.5.4.5.34.1.7.1 Pengelolaan Surat
Menyurat, Kearsipan dan
Bahan Pustaka

4.5.4.5.34.1.7.2 Penyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi
Perangkat Daerah

4.5.4.5.34.1.7.3 Pengadaan dan
Pengelolaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor/Rumah Dinas/
Gedung Pemerintah
Lainnya

4.5.4.5.34.1.7.4

2. Jumlah paket
pengadaan
peralatan gedung
kantor

0 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 20 paket

1. Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara

1 unit 1 unit 1 unit 22.498.000 1 unit 22.498.000 1 unit 22.498.000 1 unit 22.498.000 1 unit 22.498.000 1 unit 112.490.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah rekening
telepon dan surat
kabar

24 rekening 24 rekening 24 rekening 24 rekening 24 rekening 24 rekening 24 rekening 24 rekening

1. Jumlah peralatan
yang dipelihara

21 unit 91 unit 91 unit 281.263.500 91 unit 281.263.500 91 unit 281.263.500 91 unit 281.263.500 91 unit 281.263.500 91 unit 1.406.317.500 BKPPD BKPPD

2. Jumlah
perlengkapan yang
dipelihara

0 buah 36 buah 36 buah 36 buah 36 buah 36 buah 36 buah 36 buah

3. Jumlah kendaraan
dinas roda empat
yang dipelihara

6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan

4. Jumlah kendaraan
dinas roda dua yang
dipelihara

11 kendaraan 11 kendaraan 11 kendaraan 11 kendaraan 11 kendaraan 11 kendaraan 11 kendaraan 11 kendaraan

4.5.4.5.34.1.8 Program Perencanaan,
Keuangan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase
ketercapaian
perencanaan,
evaluasi kinerja dan
keuangan perangkat
daerah

na% 100% 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 325.000.000

1. Jumlah kegiatan
yang dikelola

25 kegiatan 28 kegiatan 23 kegiatan 45.000.000 23 kegiatan 45.000.000 23 kegiatan 45.000.000 23 kegiatan 45.000.000 24 kegiatan 45.000.000 24  kegiatan 225.000.000 BKPPD BKPPD

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor/Rumah Dinas/
Gedung Pemerintah
Lainnya

4.5.4.5.34.1.7.5 Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Gedung
Kantor/Rumah Dinas/
Gedung Pemerintah
Lainnya

4.5.4.5.34.1.8.1 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

4.5.4.5.34.1.7.3 Pengadaan dan
Pengelolaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor/Rumah Dinas/
Gedung Pemerintah
Lainnya

4.5.4.5.34.1.7.4

1. Jumlah kegiatan
yang dikelola

25 kegiatan 28 kegiatan 23 kegiatan 45.000.000 23 kegiatan 45.000.000 23 kegiatan 45.000.000 23 kegiatan 45.000.000 24 kegiatan 45.000.000 24  kegiatan 225.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah laporan
keuangan yang
tersusun

12 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan

1. Jumlah dokumen
Renstra Perangkat
Daerah yang
tersusun

0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 10.000.000 0 dokumen 10.000.000 0 dokumen 10.000.000 0 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 50.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah dokumen
Renja Perangkat
Daerah yang
tersusun

4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

1. Jumlah dokumen
pelaporan tahunan
yang tersusun

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 10.000.000 5 dokumen 10.000.000 5 dokumen 10.000.000 5 dokumen 10.000.000 5 dokumen 10.000.000 5 dokumen 50.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah dokumen
monitoring ,
evaluasi, dan
pelaporan

8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen

4.5.4.5.34.1.8.1 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

4.5.4.5.34.1.8.2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

4.5.4.5.34.1.8.3 Penyusunan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Perangkat
Daerah

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

2. Jumlah dokumen
monitoring ,
evaluasi, dan
pelaporan

8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen

3. Jumlah dokumen
pelaporan bulanan
yang tersusun

12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

4. Jumlah dokumen
evaluasi jangka
menengah yang
tersusun

0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen

1. Persentase
kelengkapan
dokumen
kepegawaian dalam
SIMPEG

72.36 % 70.04 % 71.97 % 1.314.904.500 75% 1.314.904.500 77% 1.314.904.500 78% 1.314.904.500 79.97 % 1.314.904.500 79.97 % 6.574.522.500

2. Persentase
keterisian formasi
pegawai

72,15% 73.29 % 74.12 % 75.10 % 75.87 % 76.63 % 78.03 % 78.03 %

4.5.4.5.34.1.32.1 Pengelolaan Kebutuhan
Formasi

Jumlah dokumen
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 500.000.000 BKPPD BKPPD

1. Jumlah ASN yang
diupdate database
kepegawaiannya

8599 ASN 8994 ASN 9101 ASN 274.904.500 9228 ASN 274.904.500 9326 ASN 274.904.500 9424 ASN 274.904.500 9604 ASN 274.904.500 9604 ASN 1.374.522.500 BKPPD BKPPD

2. Jumlah ASN yang
diupdate dokumen
kepegawaiannya

8599 ASN 8994 ASN 9101 ASN 9228 ASN 9326 ASN 9424 ASN 9604 ASN 9604 ASN

4.5.4.5.34.1.8.3 Penyusunan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Perangkat
Daerah

4.5.4.5.34.1.32 Program Informasi dan
Pengadaan Pegawai

4.5.4.5.34.1.32.2 Validasi Database
Kepegawaian ASN

4.5.4.5.34.1.32.3 Pengelolaan Manajemen
Pengadaan dan Pelayanan
ASN

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

2. Jumlah ASN yang
diupdate dokumen
kepegawaiannya

8599 ASN 8994 ASN 9101 ASN 9228 ASN 9326 ASN 9424 ASN 9604 ASN 9604 ASN

1. Jumlah penetapan
formasi Calon ASN

259 formasi 200 formasi 600 formasi 890.000.000 575 formasi 890.000.000 600 formasi 890.000.000 600 formasi 890.000.000 525 formasi 890.000.000 2900 formasi 4.450.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah usulan
karpeg/karis/ karsu
dan taspen yang
terselesaikan

689 kartu 704 kartu 1550 kartu 1350 kartu 1550 kartu 1550 kartu 1250 kartu 7250 kartu

3. Jumlah layanan
mutasi

40 mutasi 70 mutasi 70 mutasi 70 mutasi 70 mutasi 70 mutasi 70 mutasi 350 mutasi

4.5.4.5.34.1.32.4 Pengangkatan CPNS
menjadi PNS

Jumlah CPNS
menjadi PNS

0 CPNS 0 CPNS 449 CPNS 50.000.000 210 CPNS 50.000.000 210 CPNS 50.000.000 210 CPNS 50.000.000 210 CPNS 50.000.000 1289 CPNS 250.000.000 BKPPD BKPPD

1. Persentase ASN
yang lulus diklat

100% 100% 100% 7.679.000.000 100% 7.679.000.000 100% 7.679.000.000 100% 7.679.000.000 100% 7.679.000.000 100% 38.395.000.000

2. Persentase ASN
yang meningkat
kualifikasinya

3.17 % 2.78 % 4.40 % 3.79 % 3.75 % 3.71 % 3.64 % 3.64 %

3. Persentase
keterisian Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Administrator dan
Pengawas

80% 78% 80% 82% 83% 84% 85% 85%

4.5.4.5.34.1.32.2 Validasi Database
Kepegawaian ASN

4.5.4.5.34.1.32.3 Pengelolaan Manajemen
Pengadaan dan Pelayanan
ASN

4.5.4.5.34.1.33 Program Pengembangan
Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

3. Persentase
keterisian Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Administrator dan
Pengawas

80% 78% 80% 82% 83% 84% 85% 85%

4. Persentase ASN
yang terevaluasi
kinerjanya

76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 82%

1. Jumlah ASN yang
mengikuti Pelatihan
dasar

48 ASN 249 ASN 400 ASN 4.183.000.000 350 ASN 4.183.000.000 200 ASN 4.183.000.000 350 ASN 4.183.000.000 350 ASN 4.183.000.000 1650 ASN 20.915.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan

28 ASN 36 ASN 35 ASN 35 ASN 35 ASN 35 ASN 35 ASN 175 ASN

1. Jumlah ASN yang
mengikuti
pengembangan
kompetensi

282 ASN 300 ASN 300 ASN 225.000.000 300 ASN 225.000.000 300 ASN 225.000.000 300 ASN 225.000.000 300 ASN 225.000.000 1500 ASN 1.125.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah peserta
ujian

30 PNS 60 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 250 PNS

4.5.4.5.34.1.33.3 Pengiriman Peserta Diklat
Teknis dan Fungsional

Jumlah ASN yang
mendapatkan Diklat
Teknis, Fungsional,
Sosial kultural dan

360 ASN 200 ASN 250 ASN 1.676.000.000 275 ASN 1.676.000.000 300 ASN 1.676.000.000 325 ASN 1.676.000.000 350 ASN 1.676.000.000 1500 ASN 8.380.000.000 BKPPD BKPPD

4.5.4.5.34.1.33.4 Penataan ASN Jumlah
mutasi/promosi/
penugasan pejabat
ASN

526 ASN 885 ASN 250 ASN 970.000.000 240 ASN 970.000.000 230 ASN 970.000.000 220 ASN 970.000.000 210 ASN 970.000.000 1150 ASN 4.850.000.000 BKPPD BKPPD

4.5.4.5.34.1.33 Program Pengembangan
Sumber Daya Aparatur

4.5.4.5.34.1.33.1 Pengelolaan Diklat Dasar
dan Penjenjangan

4.5.4.5.34.1.33.2 Pengembangan
kompetensi kualifikasi
pendidikan ASN dan
Sertifikasi

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

4.5.4.5.34.1.33.4 Penataan ASN Jumlah
mutasi/promosi/
penugasan pejabat
ASN

526 ASN 885 ASN 250 ASN 970.000.000 240 ASN 970.000.000 230 ASN 970.000.000 220 ASN 970.000.000 210 ASN 970.000.000 1150 ASN 4.850.000.000 BKPPD BKPPD

4.5.4.5.34.1.33.5 Pengelolaan Penilaian
Kinerja ASN

Jumlah ASN yang
terevaluasi
kinerjanya

8559 ASN 8994 ASN 9101 ASN 200.000.000 9228 ASN 200.000.000 9326 ASN 200.000.000 9424 ASN 200.000.000 9604 ASN 200.000.000 9604 ASN 1.000.000.000 BKPPD BKPPD

1. Jumlah SK KP
yang terbit

1270 SK KP 1100 SK KP 1500 SK KP 125.000.000 1500 SK KP 125.000.000 1500 SK KP 125.000.000 1500 SK KP 125.000.000 1500 SK KP 125.000.000 7500 SK KP 625.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah SK PMK
yang terbit

0 SK PMK 0 SK PMK 50 SK PMK 50 SK PMK 50 SK PMK 50 SK PMK 50 SK PMK 250 SK PMK

3. Jumlah SP KGB
yang terbit

6000 SP KGB 5000 SP KGB 4500 SP KGB 4500 SP KGB 4500 SP KGB 4500 SP KGB 4500 SP KGB 22500 SP KGB

4.5.4.5.34.1.33.7 Pengembangan Jabatan
fungsional

Jumlah pejabat
fungsional yang
dikembangkan

0 ASN 0 ASN 750 ASN 100.000.000 750 ASN 100.000.000 750 ASN 100.000.000 750 ASN 100.000.000 750 ASN 100.000.000 3750 ASN 500.000.000 BKPPD BKPPD

4.5.4.5.34.1.33.8 Penyelenggaraan Bintek Jumlah ASN yang
mengikuti
bimbingan teknis

240 ASN 240 ASN 250 ASN 200.000.000 260 ASN 200.000.000 275 ASN 200.000.000 285 ASN 200.000.000 300 ASN 200.000.000 1370 ASN 1.000.000.000 BKPPD BKPPD

1. Persentase
pembinaan ASN

0.47 % 0,40% 0,40% 715.000.000 0,40% 715.000.000 0,40% 715.000.000 0,40% 715.000.000 0,40% 715.000.000 0,40% 3.575.000.000

2. Persentase ASN
yang mendapat
layanan
administrasi
kesejahteraan ASN

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.5.4.5.34.1.33.6 Fasilitasi Kepangkatan

4.5.4.5.34.1.34 Program Kesejahteraan
dan Pembinaan Pegawai

4.5.4.5.34.1.34.1 Fasilitasi Pemberhentian
ASN

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

2. Persentase ASN
yang mendapat
layanan
administrasi
kesejahteraan ASN

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Jumlah PNS yang
terlayani
pemberhentiannya

600 PNS 600 PNS 595 PNS 80.000.000 572 PNS 80.000.000 603 PNS 80.000.000 504 PNS 80.000.000 522 PNS 80.000.000 2796 PNS 400.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah PNS yang
terlayani klaim
taspennya

600 PNS 600 PNS 595 PNS 572 PNS 603 PNS 504 PNS 522 PNS 2796 PNS

1. Jumlah SKPD yang
tercetak daftar
gajinya

48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 200.000.000 48 SKPD 200.000.000 48 SKPD 200.000.000 48 SKPD 200.000.000 48 SKPD 200.000.000 48 SKPD 1.000.000.000 BKPPD BKPPD

2. Jumlah PNS yang
diusulkan tanda
penghargaan
Satyalancana

0 PNS 86 PNS 86 PNS 90 PNS 90 PNS 80 PNS 85 PNS 431 PNS

3. Jumlah ASN yang
terlayani
kesejahteraannya

8599 ASN 8994 ASN 9101 ASN 9228 ASN 9326 ASN 9424 ASN 9604 ASN 9604 ASN 46683

1. Jumlah instansi
yang dimonitor
kedisiplinannya

48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 310.000.000 48 SKPD 310.000.000 48 SKPD 310.000.000 48 SKPD 310.000.000 48 SKPD 310.000.000 48 SKPD 1.550.000.000 BKPPD BKPPD

2. jumlah ASN yang
diuji kesehatannya

12 PNS 10 PNS 10 PNS 10 PNS 10 PNS 10 PNS 10 PNS 50 PNS

3. Jumlah wajib
LHKPN yang
melaporkan LHKPN

108 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN

4.5.4.5.34.1.34 Program Kesejahteraan
dan Pembinaan Pegawai

4.5.4.5.34.1.34.1 Fasilitasi Pemberhentian
ASN

4.5.4.5.34.1.34.2 Fasilitasi Layanan
Kesejahteraan dan
Penghargaan ASN

4.5.4.5.34.1.34.3 Penegakan Disiplin ASN

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

3. Jumlah wajib
LHKPN yang
melaporkan LHKPN

108 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN 186 wajib LHKPN

4.5.4.5.34.1.34.4 Penanganan Kasus-Kasus
Kepegawaian

Jumlah kasus yang
diproses

39 kasus 40 kasus 40 kasus 125.000.000 40 kasus 125.000.000 40 kasus 125.000.000 40 kasus 125.000.000 40 kasus 125.000.000 200 kasus 625.000.000 BKPPD BKPPD

10.438.011.000 10.438.011.000 10.438.011.000 10.438.011.000 10.438.011.000 52.190.055.000Jumlah

4.5.4.5.34.1.34.3 Penegakan Disiplin ASN

Meningkatnya
kinerja sistem
manajemen
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Aparatur

1
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat
keberhasilan ditetapkan suatu Indikator Kinerja, yaitu suatu ukuran yang
bersifat kwalitatif atau kuantitatif yang digunakan untuk membantu suatu
badan/organisasi dalam menentukan dan mengukur pencapaian kinerja
suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai dengan
Tupoksi BKPPD Kabupetan Magelang yang akan dicapai selama lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 terlihat pada tabel
sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BKPPD

Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No

Indikator
Kinerja Utama

Perangkat
Daerah

Kondisi Awal Target Capaian Tahun
Kondisi
Akhir

Kinerja

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Indek

Profesionalitas

ASN

63

skala

1-100

65

skala

1-100

67

skala

1-100

69

skala

1-100

72

skala

1-100

74

skala

1-100

76

skala

1-100

76

skala

1-100

Selain Indikator Kinerja Utama perangkat daerah juga ditetapkan indikator
kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah
yang merujuk pada indikator program pada Bab IV. Indikator Kinerja
Program pada BKPPD dapat dilihat pada tabel 7.2 sebagai berikut :
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Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Kondisi Awal Target Capaian Tahun Kondisi
Akhir

Kinerja2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan

kepegawaian perangkat daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi

kinerja dan keuangan perangkat daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 1. Persentase kelengkapan dokumen

kepegawaian dalam SIMPEG

72.36 % 70.04 % 71.97 % 75% 77% 78% 79.97 % 79.97 %

4 2. Persentase keterisian formasi pegawai 72.15 % 73.29 % 74.12 % 75.10 % 75.87 % 76.63 % 78.03 % 78.03 %

5 1. Persentase ASN yang lulus diklat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 2. Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya 10,54% 8,85% 9,13% 9,69% 10,21% 10,71% 10,77% 50,51%

7 3. Persentase keterisian Jabatan Pimpinan

Tinggi, Administrator dan Pengawas

80% 78% 80% 82% 83% 84% 85% 85%

8 4. Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 82%

9 1. Persentase pembinaan ASN 0.47 % 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

10 2. Persentase ASN yang mendapat layanan

administrasi kesejahteraan ASN

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Magelang periode tahun 2019-2024 ini merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah.Oleh karena  itu agar tetap konsisten dalam mencapai
tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
maka Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Dalam perjalanan selama 5 (lima) tahun mendatang dapat terjadi
perubahan peraturan-peraturan dibidang kepegawaian pendidikan dan
pelatihan daerah maupun kondisi yang sangat tidak menentu dan komplek
maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian.

Komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak dibutuhkan untuk
suksesnya pencapian target kinerja Resntra Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah ini.

Kota Mungkid, Agustus 2019
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN,

DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris

EKO TAVIP HARYANTO, SE
Pembina Tk.I

NIP. 196504231992031006

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN





KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANPROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULAFORMULA SASARAN SKPD
INDIKATOR SASARAN

SKPD
FORMULAVISI MISI TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

FORMULA SASARAN
INDIKATOR
SASARAN

Persentase kelengkapan
dokumen kepegawaian dalam
SIMPEG

(Jumlah ASN dengan dokumen
kepegawaian lengkap/jumlah
ASN)x100%

Validasi data base
kepegawaian ASN

Jumlah pegawai yang di
update database
kepegawaiannya

Persentase keterisian formasi
pegawai

(Jumlah jabatan  yang terisi /jumlah
formasi)x100%

Pengelolaan kebutuhan
formasi

Jumlah jenis formasi yang
disusun

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANPROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULAFORMULA SASARAN SKPD
INDIKATOR SASARAN

SKPD
FORMULAVISI MISI TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

FORMULA SASARAN
INDIKATOR
SASARAN

Program Informasi dan
Pengadaan Pegawai

Persentase keterisian formasi
pegawai

(Jumlah jabatan  yang terisi /jumlah
formasi)x100%

Pengelolaan kebutuhan
formasi

Jumlah jenis formasi yang
disusun

Pengelolaan manajemen
pengadaan dan pelayanan
ASN

Jumlah formasi jabatan
ASN yang terpenuhi

Jumlah usulan
karpeg/karis/karsu dan
taspen yang terselesaikan

Program Informasi dan
Pengadaan Pegawai

Jumlah usulan
karpeg/karis/karsu dan
taspen yang terselesaikan

Jumlah layanan mutasi

Pengangkatan CPNS
menjadi PNS

Jumlah CPNS menjadi
PNS

`
Persentase ASN yang lulus
diklat

((Jumlah ASN yang lulus diklat / jumlah
ASN yang mengikuti dikat)x100%

Pengelolaan Diklat Dasar
dan Penjenjangan

Jumlah ASN yang
mengikuti Pelatihan dasar

Program Informasi dan
Pengadaan Pegawai

`
Persentase ASN yang lulus
diklat

((Jumlah ASN yang lulus diklat / jumlah
ASN yang mengikuti dikat)x100%

Pengelolaan Diklat Dasar
dan Penjenjangan

Jumlah ASN yang
mengikuti Pelatihan dasar

Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan

MISI III
Persentase ASN yang
meningkat kualifikasinya

(Jumlah ASN yang meningkat
kualifikasinya / Jumlah ASN) x 100 %

Pengembangan
kompetensi kualifikasi
ASN

Jumlah ASN yang
mengikuti pengembangan
kompetensi kualifikasi
ASN

Jumlah peserta ujian

Indek profesionalitas ASN
Meningkatkan kualitas

aparatur

Terwujudnya
masyarakat
kabupaten

magelang yang
sejahtera,

berdaya saing
dan amanah

(SEDAYA
AMANAH)

Mewujudk
an Tata
Kelola

Pemerinta
han yang
Amanah

Program
Pengembangan Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya
tata kelola

pemerintahan
yang bersih

dan akuntabel

Peraturan KASN No
3 Th 2018 tentang
Tata Cara Penilaian
Mandiri Penerapan
Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di
Lingkungan Instansi

Pemerintah

Indeks Merit
System)

Meningkatny
a kinerja
sistem

manajemen
kepegawaian

Indeks
Reformasi

Birokrasi (IRB)

Peraturan
Menteri PAN-

RB No. 14
Tahun 2014

ttg Pedoman
Evaluasi

Reformasi
Birokrasi
Instansi

Pemerintah

IP1=W1j  R1j
IP2=W2k  R2k
IP3=W3l  R3l
IP4=W4m  R4m

Jumlah peserta ujian

Pengiriman peserta diklat
teknis dan fungsional

Jumlah ASN yang
mendapatkan Diklat
Teknis, Fungsional, Sosial
kultural dan Pemerintahan

Penyelenggaraan Bintek Jumlah ASN yang
mengikuti bimbingan
teknis

Persentase keterisian jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator
dan Pengawas

(Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas/Jumlah
jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator
dan Pengawas yang seharusnya ada) x
100%

Penataan ASN Persentase keterisian
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan
Pengawas

Indek profesionalitas ASN
Meningkatkan kualitas

aparatur

Terwujudnya
masyarakat
kabupaten

magelang yang
sejahtera,

berdaya saing
dan amanah

(SEDAYA
AMANAH)

Mewujudk
an Tata
Kelola

Pemerinta
han yang
Amanah

Program
Pengembangan Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya
tata kelola

pemerintahan
yang bersih

dan akuntabel

Peraturan KASN No
3 Th 2018 tentang
Tata Cara Penilaian
Mandiri Penerapan
Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di
Lingkungan Instansi

Pemerintah

Indeks Merit
System)

Meningkatny
a kinerja
sistem

manajemen
kepegawaian

Indeks
Reformasi

Birokrasi (IRB)

Peraturan
Menteri PAN-

RB No. 14
Tahun 2014

ttg Pedoman
Evaluasi

Reformasi
Birokrasi
Instansi

Pemerintah

IP1=W1j  R1j
IP2=W2k  R2k
IP3=W3l  R3l
IP4=W4m  R4m

Persentase keterisian jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator
dan Pengawas

(Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas/Jumlah
jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator
dan Pengawas yang seharusnya ada) x
100%

Penataan ASN Persentase keterisian
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan
Pengawas

Persentase ASN  yang
terevaluasi kinerjanya

(Jumlah ASN  yang terevaluasi
kinerjanya/ Jumlah ASN) x 100%

Pengelolaan Penilaian
Kinerja ASN

Persentase ASN  yang
terevaluasi kinerjanya

Pengembangan Jabatan
Fungsional

Jumlah pejabat fungsional
yang dikembangkan

Fasilitasi kepangkatan Jumlah SK KP yang terbit

Indek profesionalitas ASN
Meningkatkan kualitas

aparatur

Terwujudnya
masyarakat
kabupaten

magelang yang
sejahtera,

berdaya saing
dan amanah

(SEDAYA
AMANAH)

Mewujudk
an Tata
Kelola

Pemerinta
han yang
Amanah

Program
Pengembangan Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya
tata kelola

pemerintahan
yang bersih

dan akuntabel

Peraturan KASN No
3 Th 2018 tentang
Tata Cara Penilaian
Mandiri Penerapan
Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di
Lingkungan Instansi

Pemerintah

Indeks Merit
System)

Meningkatny
a kinerja
sistem

manajemen
kepegawaian

Indeks
Reformasi

Birokrasi (IRB)

Peraturan
Menteri PAN-

RB No. 14
Tahun 2014

ttg Pedoman
Evaluasi

Reformasi
Birokrasi
Instansi

Pemerintah

Fasilitasi kepangkatan Jumlah SK KP yang terbit

Jumlah SK PMK yang
terbit
Jumlah SP KGB yang
terbit

` Persentase pembinaan ASN
(Jumlah ASN yang dibina / Jumlah ASN)
x 100 %

Fasilitasi pembinaan ASN Jumlah instansi yang
dimonitor kedisiplinannya

Jumlah ASN sakit yang
dites kesehatannya
Jumlah wajib LHKPN yang
melaporkan LHKPN tepat
waktuProgram Kesejahteraan

dan Pembinaan Pegawai

Jumlah wajib LHKPN yang
melaporkan LHKPN tepat
waktu

Penangganan Kasus-kasus
kepegawaian

Jumlah kasus
kepegawaian yang
ditangani

Jumlah PNS yang
terlayani
pemberhentiannya
Jumlah PNS yang
terlayani klaim taspennya
Persentase pegawai yang
terlayani
kesejahteraannya

(Jumlah  ASN yang mendapat layanan
administrasi kesejahteraan ASN /
Jumlah  ASN yang mengajukan layanan
administrasi kesejahteraan ASN) x 100%

Fasilitasi Layanan
kesejahteraan dan
penghargaan ASN

Fasilitasi pemberhentian
ASNPersentase ASN yang

mendapat layanan
administrasi kesejahteraan
ASN

Program Kesejahteraan
dan Pembinaan Pegawai

Jumlah PNS yang
terlayani klaim taspennya
Persentase pegawai yang
terlayani
kesejahteraannya
Jumlah PNS yang
diusulkan tanda
penghargaan
Satyalancana
Jumlah SKPD yang
tercetak leger gajinya

(Jumlah  ASN yang mendapat layanan
administrasi kesejahteraan ASN /
Jumlah  ASN yang mengajukan layanan
administrasi kesejahteraan ASN) x 100%

Fasilitasi Layanan
kesejahteraan dan
penghargaan ASN

Fasilitasi pemberhentian
ASNPersentase ASN yang

mendapat layanan
administrasi kesejahteraan
ASN



INDIKATOR SASARAN BKPPD
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

NO. SASARAN
INDIKATOR

KINERJA
SASARAN

SATUAN CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN TARGET

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatkan
kualitas  aparatur

Indeks
Profesional
ASN

Prosen

Dimana:
IP = Indeks Profesionalisme
IPi = Indeks Profesionalisme ke-i
IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
W1j = Bobot Sub Dimensi Kualifikasi ke-j  Rating

Jawaban Sub Dimensi Kualifikasi ke-j
W2k = Bobot Sub Dimensi Kompetensi ke-k  Rating

Jawaban Sub Dimensi Kompetensi ke-k
W3l = Bobot Sub Dimensi Kinerja ke-l  Rating

Jawaban Sub Dimensi Kinerja ke-l
W4m = Bobot Sub Dimensi Disiplin ke-m  Rating

Jawaban Sub Dimensi Disiplin ke-m

65% 67% 69% 72% 74% 76%



INDIKATOR PROGRAM BKPPD
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL SATUAN CARA PERHITUNGAN

TARGET
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Program
Informasi dan
Pengadaan
Pegawai

Persentase
kelengkapan dokumen
kepegawaian dalam
SIMPEG

Cakupan jumlah pegawai yang
memiliki dokumen lengkap
terinput dalam SIMPEG dibanding
dengan jumlah ASN

% (Jumlah ASN dengan dokumen
kepegawaian lengkap/jumlah
ASN)x100%

70,04% 71,97% 75% 77% 78% 79,97%

Persentase keterisian
formasi pegawai

Cakupan jumlah jabatan yang terisi
dibandingkan dengan jumlah
formasi yang ada

% (Jumlah jabatan  yang terisi /jumlah
formasi)x100%

73,29% 74,12% 75,10% 75,87% 76,63% 78,03%

2 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Aparatur

Persentase ASN yang
lulus diklat

Cakupan yang lulus diklat baik
diklat penjenjangan dasar dan
diklat kepemimpinan dibandingkan
dengan jumlah peserta diklat dasar
dan kepemimpinan

% ((Jumlah ASN yang lulus diklat /
jumlah ASN yang mengikuti
dikat)x100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ASN yang
meningkat
kualifikasinya

Cakupan yang mengikuti
diklat/bintek teknis dan fngsional
dibagi jumlah ASN

% (Jumlah ASN yang meningkat
kualifikasinya / Jumlah ASN) x 100 %

8,85% 9,13% 9,69% 10,21% 10,71% 10,77%

Persentase keterisian
jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator
dan Pengawas

Cakupan jumlah jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan
Pengawas yang terisi dibandingkan
dengan jumlah  jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan
Pengawas yang ada

% (Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas /
Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas yang
seharusnya ada) x 100%

78% 80% 82% 83% 84% 85%

Persentase ASN  yang
terevaluasi kinerjanya

Cakupan ASN yang menyusun SKP
dan dinilai PPK PNS dibanding
dengan Jumlah ASN yang ada

% (Jumlah ASN  yang terevaluasi
kinerjanya/ Jumlah ASN) x 100%

77% 78% 79% 80% 81% 82%



NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL SATUAN CARA PERHITUNGAN

TARGET
2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 Program
Kesejahteraan
dan
Pembinaan
Pegawai

Persentase
pembinaan ASN

Cakupan jumlah kasus yang
ditangani dibagi jumlah ASN

% (Jumlah ASN yang dibina / Jumlah
ASN) x 100 %

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Persentase ASN yang
mendapat layanan
administrasi
kesejahteraan ASN

Cakupan jumlah ASN yang
mengajukan layanan dan terlayani
dibandingkan dengan jumlah yang
mengajukan layanan

% (Jumlah  ASN yang mendapat
layanan administrasi kesejahteraan
ASN / Jumlah  ASN yang mengajukan
layanan administrasi kesejahteraan
ASN) x 100 %

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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